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Abstrak

Penelitian ini membahas strategi interaksi Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat (Satgas BGC) TNI dengan
masyarakat lokal dalam pelaksanaan misi perdamaian MONUSCO di Republik Demokratik Kongo.
Penelitian bertujuan menganalisis bentuk interaksi, dampaknya terhadap keberhasilan misi, hambatan
yang dihadapi, serta strategi peningkatan efektivitas interaksi. Penelitian dilaksanakan pada konteks
penugasan Satgas BGC di wilayah operasi MONUSCO menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi
sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi dilakukan melalui komunikasi sosial, patroli
perlindungan warga, kegiatan kemanusiaan, serta koordinasi dengan tokoh dan otoritas lokal. Interaksi
tersebut meningkatkan penerimaan masyarakat dan mendukung stabilitas wilayah, meskipun masih
terdapat hambatan bahasa, perbedaan budaya, dan tingkat kepercayaan awal masyarakat. Penelitian
menyimpulkan bahwa penguatan cultural intelligence, penggunaan interpreter lokal, dan pendekatan
berbasis kebutuhan komunitas menjadi strategi utama peningkatan efektivitas interaksi.
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PENDAHULUAN

Operasi pemeliharaan perdamaian (Peacekeeping Operations/PKO) merupakan salah
satu instrumen utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga stabilitas keamanan
internasional, terutama di wilayah yang mengalami konflik bersenjata berkepanjangan. Seiring
meningkatnya kompleksitas konflik modern, operasi perdamaian tidak lagi berfokus pada
aspek militer semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kemanusiaan, pembangunan, serta
hubungan sipil-militer. Dalam konteks ini, keberhasilan misi perdamaian sangat dipengaruhi
oleh kemampuan pasukan penjaga perdamaian dalam membangun hubungan yang efektif
dengan masyarakat lokal. Interaksi yang konstruktif menjadi faktor kunci dalam menciptakan
penerimaan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung stabilisasi
wilayah pascakonflik. Hal ini relevan dengan penugasan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dalam misi United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the
Congo (MONUSCO), khususnya melalui Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat (Satgas BGC) yang
tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga berperan dalam kegiatan kemanusiaan
dan pembangunan sosial.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan sipil-militer dalam
operasi perdamaian memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan misi. Studi-studi
tentang peacekeeping menekankan pentingnya komunikasi sosial, pendekatan berbasis
komunitas, serta pembangunan kepercayaan sebagai elemen utama dalam meningkatkan
efektivitas operasi multinasional. Penelitian lain menyoroti bahwa kegiatan nonmiliter seperti
pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan edukasi masyarakat dapat memperkuat
legitimasi pasukan perdamaian di mata masyarakat lokal. Selain itu, kajian mengenai cultural
intelligence dalam operasi militer menunjukkan bahwa kemampuan memahami budaya lokal
berperan penting dalam mengurangi kesalahpahaman dan resistensi masyarakat terhadap
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pasukan asing. Dengan demikian, literatur yang ada mengindikasikan bahwa strategi interaksi
sosial merupakan komponen strategis dalam operasi perdamaian modern. Meskipun demikian,
sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek mandat operasi, dinamika
keamanan, serta kontribusi kemanusiaan secara umum, dan belum banyak mengkaji secara
spesifik bagaimana strategi interaksi sosial pasukan diimplementasikan pada level praktik
lapangan. Dalam konteks MONUSCO, kajian yang menelaah secara mendalam pola interaksi
antara kontingen tertentu dengan masyarakat lokal, termasuk faktor budaya, bahasa, persepsi,
dan dinamika keamanan, masih relatif terbatas. Padahal, kondisi masyarakat di Republik
Demokratik Kongo yang multibahasa, multikultur, dan memiliki pengalaman konflik
berkepanjangan menuntut pendekatan interaksi yang adaptif dan kontekstual. Realitas di
lapangan menunjukkan bahwa perbedaan bahasa, perbedaan norma budaya, serta tingkat
kepercayaan masyarakat yang fluktuatif dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program
sosial maupun kemanusiaan. Situasi ini menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan nonmiliter
tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada strategi komunikasi
dan interaksi yang diterapkan oleh pasukan penjaga perdamaian.

Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat kesenjangan antara harapan normatif operasi
perdamaian yang menekankan hubungan harmonis antara pasukan dan masyarakat dengan
realitas empiris di lapangan yang menunjukkan adanya hambatan interaksi. Kesenjangan ini
terutama terlihat pada kurangnya pemahaman komprehensif mengenai bagaimana strategi
interaksi Satgas BGC dibangun, dijalankan, serta diadaptasikan dalam konteks sosial
masyarakat lokal Kongo. Penelitian sebelumnya belum secara sistematis mengkaji bentuk
interaksi, dampak interaksi terhadap keberhasilan misi, hambatan yang dihadapi, serta strategi
peningkatan efektivitas interaksi dalam satu kerangka analitis terpadu. Oleh karena itu,
diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan dinamika interaksi sosial pasukan penjaga
perdamaian secara lebih mendalam sebagai dasar perumusan strategi yang lebih efektif.
Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis strategi interaksi sosial
Satgas BGC TNI dengan masyarakat lokal dalam misi perdamaian MONUSCO, yang dilihat tidak
hanya sebagai aktivitas komunikasi, tetapi sebagai proses strategis yang memengaruhi
keberhasilan operasi secara keseluruhan. Penelitian ini menempatkan interaksi sebagai
variabel penting yang menghubungkan aspek militer, sosial, dan kemanusiaan dalam operasi
perdamaian multidimensional. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis strategi interaksi sosial antara Satgas Batalyon Gerak Cepat TNI dan masyarakat
lokal dalam pelaksanaan misi perdamaian MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Secara
khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk interaksi yang dilakukan,
menilai dampak interaksi terhadap keberhasilan misi, mengkaji hambatan yang dihadapi dalam
proses interaksi, serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas hubungan
sipil-militer dalam operasi perdamaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk
memahami secara mendalam strategi interaksi sosial antara Satuan Tugas Batalyon Gerak
Cepat (Satgas BGC) TNI dengan masyarakat lokal dalam pelaksanaan misi perdamaian
MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian
berfokus pada pemahaman fenomena sosial, pengalaman, serta dinamika interaksi sipil-militer
dalam konteks operasi perdamaian yang kompleks dan kontekstual. Desain deskriptif
digunakan untuk menggambarkan bentuk interaksi, hambatan, dampak, serta strategi
peningkatan efektivitas interaksi yang terjadi di lapangan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada konteks penugasan Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC)
TNI dalam misi MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa interaksi antara Satgas BGC dan masyarakat lokal terbentuk melalui beberapa bentuk
kegiatan utama yang bersifat militer maupun nonmiliter. Temuan menunjukkan bahwa bentuk
interaksi sosial yang paling dominan meliputi komunikasi sosial langsung dengan masyarakat,
patroli yang berorientasi perlindungan warga, kegiatan kemanusiaan seperti pelayanan
kesehatan dan bantuan kebutuhan dasar, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat dan
otoritas lokal. Interaksi tersebut dilaksanakan secara rutin dalam berbagai kegiatan lapangan
yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 1. Bentuk Interaksi Satgas BGC dengan Masyarakat Lokal

No Bentuk Interaksi Implementasi Lapangan Respon Masyarakat
1 Komunikasi Sosial Dialog dengan warga, Pendekatan Komunitas Meningkatkan kedekatan
2 Patroli Perlindungan Patroli berbasis perlindungan warga sipil Meningkatkan rasa aman
3 Kegiatan Kemanusiaan Pengobatan gratis, bantuan sosial Penerimaan positif
4 Koordinasi Lokal Kerja sama dengan tokoh dan otoritas lokal Mempermudah program

Data menunjukkan bahwa kegiatan kemanusiaan dan komunikasi sosial menjadi bentuk
interaksi yang paling berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat. Pembangunan sarana air
bersih dan kegiatan sosial berbasis komunitas memperoleh respons yang sangat positif,
sedangkan kegiatan penyuluhan menunjukkan partisipasi yang relatif lebih rendah. Selain
bentuk interaksi, hasil penelitian juga mengidentifikasi dampak interaksi terhadap
keberhasilan misi. Interaksi yang efektif meningkatkan penerimaan masyarakat,
memperlancar pelaksanaan program, serta mendukung stabilitas wilayah operasi.

Tabel 2. Dampak Interaksi terhadap Keberhasilan Misi

No Aspek Dampak Hasil yang Terlihat
1 Peneriman Sosial Masyarakat lebih terbuka
2 Efektifitas Program Program berjalan lebih lancar
3 Stabilitas Wilayah Situasi keamanan yang lebih kondusif
4 Kerja sama lokal Informasi lapangan lebih mudah diperoleh

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hambatan dalam interaksi, terutama
perbedaan bahasa, perbedaan budaya, tingkat kepercayaan awal masyarakat yang rendah,
serta pengaruh situasi keamanan dan disinformasi.

Tabel 3. Hambatan Interaksi Satgas BGC

No Aspek Dampak Hasil yang Terlihat
1 Perbedaan Bahasa Kesalahpahaman komunikasi
2 Perbedaan budaya Adaptasi interaksi lebih lambat
3 Ketidakpercayaan awal | Partisipasi Masyarakat terbatas
4 Situasi keamanan Interaksi tidak selalu konsisten

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi peningkatan efektivitas interaksi
dilakukan melalui pelatihan cultural intelligence, penggunaan juru bahasa lokal, pendekatan
berbasis kebutuhan masyarakat, serta komunikasi strategis yang konsisten.

Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial merupakan elemen strategis dalam
keberhasilan operasi perdamaian. Bentuk interaksi yang ditemukan mencerminkan
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pendekatan civil-military cooperation yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam
pelaksanaan misi. Temuan ini sejalan dengan konsep interaksi sosial yang menekankan
hubungan timbal balik antara kelompok sebagai dasar pembentukan kepercayaan dan
integrasi sosial (Soekanto, 2012). Dari aspek what/how, data penelitian telah diproses melalui
kategorisasi tematik yang menghasilkan empat temuan utama, yaitu bentuk interaksi, dampak
interaksi, hambatan, dan strategi peningkatan efektivitas. Penyajian data dalam bentuk tabel
menunjukkan pola interaksi yang konsisten, di mana kegiatan kemanusiaan dan komunikasi
sosial menjadi faktor dominan dalam membangun penerimaan masyarakat. Dari aspek why,
temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan interaksi dipengaruhi oleh kemampuan
pasukan dalam menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan konteks budaya lokal. Hal ini
berkaitan dengan teori cultural intelligence yang menekankan pentingnya kemampuan
adaptasi lintas budaya dalam operasi multinasional. Interaksi yang adaptif meningkatkan
kepercayaan sosial, yang menurut Putnam (1993) merupakan fondasi utama kerja sama dalam
masyarakat.

Hambatan interaksi yang ditemukan memperkuat argumentasi bahwa operasi
perdamaian tidak hanya menghadapi tantangan keamanan, tetapi juga tantangan sosial dan
komunikasi. Perbedaan bahasa dan budaya menjadi faktor utama yang memengaruhi
efektivitas interaksi, sehingga strategi komunikasi strategis menjadi bagian penting dari
keberhasilan misi (NATO, 2009). Dari aspek what else, temuan penelitian ini memiliki
kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hubungan sipil-militer
berpengaruh terhadap keberhasilan operasi perdamaian. Namun demikian, penelitian ini
memberikan kontribusi baru karena menyoroti strategi interaksi pada level praktik lapangan
kontingen tertentu, bukan hanya pada level kebijakan atau mandat operasi. Kebaruan
penelitian terletak pada integrasi analisis bentuk interaksi, dampak, hambatan, dan strategi
dalam satu kerangka strategi interaksi operasi perdamaian. Secara teoritis, penelitian ini
memperkuat kajian interaksi sipil-militer dalam konteks operasi multinasional. Secara praktis,
penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa penguatan pelatihan cultural
intelligence, penggunaan interpreter lokal, pendekatan berbasis komunitas, serta komunikasi
strategis berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi
interaksi sosial merupakan faktor kunci yang menghubungkan aspek militer, sosial, dan
kemanusiaan dalam operasi perdamaian. Keberhasilan misi tidak hanya ditentukan oleh
kekuatan militer, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara pasukan dan masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi interaksi sosial Satgas Batalyon Gerak Cepat
(BGC) TNI dengan masyarakat lokal dalam misi perdamaian MONUSCO merupakan faktor kunci
yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan operasi. Interaksi yang dilakukan melalui
komunikasi sosial, patroli berorientasi perlindungan warga, kegiatan kemanusiaan, serta
koordinasi dengan tokoh dan otoritas lokal terbukti meningkatkan penerimaan masyarakat,
memperlancar pelaksanaan program, dan mendukung stabilitas wilayah operasi. Namun,
interaksi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama perbedaan bahasa,
perbedaan budaya, tingkat kepercayaan awal masyarakat yang rendah, serta dinamika
keamanan dan disinformasi yang memengaruhi persepsi masyarakat. Temuan penelitian ini
menghasilkan konsep bahwa strategi interaksi dalam operasi perdamaian harus dipahami
sebagai strategi multidimensional yang mengintegrasikan pendekatan komunikasi, adaptasi
budaya, dan pendekatan berbasis kebutuhan komunitas sebagai satu kesatuan yang
menentukan efektivitas hubungan sipil-militer di wilayah konflik. Penelitian ini masih memiliki
keterbatasan karena berfokus pada konteks satu jenis kontingen dan menggunakan
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pendekatan kualitatif sehingga generalisasi temuan ke seluruh misi perdamaian perlu
dilakukan secara hati-hati. Selain itu, keterbatasan akses data lapangan secara langsung serta
ketergantungan pada pengalaman informan dapat memengaruhi kedalaman variasi perspektif
yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan
pendekatan komparatif antar kontingen, menggunakan metode campuran (mixed methods),
serta mengkaji pengaruh strategi interaksi terhadap indikator kinerja misi secara kuantitatif
agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif..
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